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PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PEMERINTAH DAERAH.  

ABSTRAK: -  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat 

Daerah wajib melakukan penilaian Risiko. 

 - bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah diperlukan pedoman pengelolaan Risiko yang dapat digunakan 

untuk   mengelola   Risiko di   lingkungan Pemerintah Daerah. 

 -  Dasar hukum UU ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada 

Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

 - maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai  pedoman  

bagi  Perangkat Daerah  untuk  melakukan  pengelolaan  Risiko  pada  

Lingkungan Pemerintah dan untuk memberikan panduan dalam pengelolaan 

Risiko guna mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. 

 -  Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan risiko 

melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan 

risiko, penyelenggaraan proses pengelolaan risiko. 

CATATAN:  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.                  

-  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah 

Daerah dalam melakukan pengelolaan risiko sudah sesuai dengan ketentuan 

peraturan peundang-undangan. 

 


